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PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 2 TAHUN 2OO9

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA LANGSA

BIS M I LLAH I RRAH M AN IRRAH IM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Men imbang  :  a .

c .

U .

Meng inga t  :  1 .

WALIKOTA LANGSA,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pada
masyarakat ,  Rumah saki t  Umum Daerah Kota Langsa sebagai
uni t  pe layanan publ ik  harus dapat  member ikan pelay lnan secara
profes ional ,  f leks ibe l ,  e fekt i f  dan ef is ien guna 

'member ikan

pelayanan secara Pr ima kepada masyarakat ;
bahwa memenuhi  tahapan untuk menuju perayanan kesehatan
yang baik ,  maka antara la in  patut  d i lakukan Fleks ib i l i tas sebagai
pengecual ian dalam pengelo laan pener imaan ret r ibus i  pe layanan
Sasa medik  pada Rumah saki t  Umum Daerah Kota Langsa yang
pelaksanannya berdasarkan azas pengelo laan keuangan daerah;  

-

bahwa berdasarkan pasal 13 peraturan pemerintah Nomor 66
Tahun 2001 Tentang Retrbusi  Daerah dan pasar  9A ayat  (2) ,  (3)
dan (4)  Qanun Kota Langsa No.  10 Tahun 2007 sebagaimana
te lah d iubah dengan eanun Nomor 2 Tahun 2oo8 maka
dipandang per lu  mengatur  ta ta cara pengelo laan penenmaan
ret r ibus i  pe layanan kesehatan pada Rumah Saki t  Umum Daerah
Kota Langsa;
bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud oada
huruf  a ,  b  dan c per lu  d i te tapkan dalam peraturan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun lggz tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun rggt  Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3a95) ;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah
dan Retr ibus i  Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Tahun 1997 Nomor 4r ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 36s5)  sebagaimana te lah d iubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1B Tahun 1997 tentang pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyerenggaraan
Negara yang Bers ih dan Bebas dar i  Korupsi ,  Kolus i  dan
Nepot isme (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1999
Nomor 75,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor  3851)  sebaga imana  te lah  d iubah  dengan  undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komis i  penrberantasan Tindak
Pidana Korupsi  (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun
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3 .
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2002 Nomor I37,  Tambahan Lembaran
indonesia Nomor a25D;

4 .  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2001  ten tang
Langsa (Lembaran Negara Republ ik  Indonesi j
83 ,  Tambahan  Lembaran  Negara  Repub l i k
4770);

Negara  Repub l i k

Pembentukan Kota
Tahun  2001  Nomor
Indones ia  Nomor

5.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan perundang-Undangan (Lembaran t , t igara Republ ik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53,  Tambahan Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Nomor 4389) ;

6.  Undang-Undang Nomor 25 
' iahun 

2004 tentang s is tem
Perencanaan pembangunan Nasional  (Lembaran Negara Republ ik
indonesia Tahun 2004 Nomor 104,  Tambahan Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Nomor 442I)

7 .  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  ten tang  pemer in tahan
Daerah (Lembaran Negara Repubt ik  Indonesi l  Tahun 2eo4
Nomor r25,  Tambahan Lembaran Negara Repubr ik  Indonesia
Nomor 4437)  sebagaimana te lah d iubah untuk kedua kal i  dengan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2009  ten tang  pe rubahan  Kedua
Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesi l
Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara Repubr ik
Indonesia Nomor a$ae;

8.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang per imbangan
Keuangan antara pemer intah pusat  dan pemer intahan Dae?ah
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor aa3e;

9 .  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  ten tang  pemer in tahan
Aceh (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2006 Nomor
62,  Tambahan Lembaran Negara Repubr ik  Indonesia Nomor
4633);

l0 .Peraturan Pemer intah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retr ibus i
Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2001
Nomor 119,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor  a139) ;

l l .Peraturan Pemer intah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengefo laan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,  Tambahan Lem-baran Negara
Republik Indonesia Nomor a5O2);

l2 .Peraturan Pemer intah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelo laan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun
2005 Nomor r40,  Tambahan Lembaran Negara Repubr ik
Indonesia Nomor a578) ;

l3 .Peraturan Pemer intah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman
Penyusunan dan penerapan standar  pelayanan Min imal
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor a5B5);

l4 .Peraturan Pemer intah Nomor B Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kiner ja  Instans i  pemer intah (Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,  Tambahan Lembaran
Negara Republ ik  indonesia Nomor 46t l ;

l5 .Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelo laan Keuangan Daerah sebgaimana te lah
diubah dengan Peraturan Menter i  Dalam Neger i  womor 59 Tahun
2 0 0 7 :

16,  Keputusan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara pemungutan Retr ibus i  Daerah;

lT.Keputusan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 175 Tahun 1997 tentano
Pedoman Tata cara pemer iksaan d i  B idang Retr ibus i  Daerah;

lB.Keputusan Menter i  Kesehatan Nomor 125lMENKES/SK/ I I /2OOB
tentang Pedoman penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan
Masyarakat  Tahun 2008.

19. Qanun Acen .fi
v-



19.  Qanun Aceh Nomor 3 Tahun zaaT tentang Tata cara
Pemben tukan  Qanun ;

20.  Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retr ibus i
Pelayanan Kesehatan sebagaimana te lah d iubah dengan eanun
Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2008;

21 .Qanun  Ko ta  Langsa  Nomor  4  Tahun  2008  ten tang  susunan
organisas i  dan Tata Ker ja  Dinas,  Lembaga Teknis  Daerah dan
Kecamatan Kota Langsa;

22.Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 20oB tentang pokok-pokok
Pengelo laan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN
PENGETOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
KOTA LANGSA.

Pasal I

Semua pener imaan Daerah dan pengeluaran Daerah dalam
rangka pelaksanaan urusan Pemer intahan Daerah d ike lo la
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (ApBK).
Pener imaan RSUD Kota Langsa t idak dapat  d igunakan langsung
untuk membiayai  pengeluaran,  kecual i  apabi la  d i tentukan la in
o leh peraturan perundang-undangan yang ber laku.
Pener imaan RSUD Kota Langsa berupa uang atau cek harus
disetor  pa l ing lama 1 (satu)  har i  ker ja  ke Rekening Kas Umum
Daerah Kota Langsa dengan Nomor Rekening
040 .0 i . 02 .803482-3  pada  PT .  BANK BpD Aceh  Cab .  Langsa
Penyetoran Jasa Medik  RSUD Kota Langsa d isetor  Rekening Kas
Umum Daerah Kota Langsa dengan Nomor Rekening
040 .01 .02 .590007-9  PT .  BANK BPD Aceh  Cab .  Lanqsa .

Pasal 2

Hasi l  pungutan ret r ibus i  berupa jasa pelayanan/medik  yang
akan d ikembal ikan kepada RSUD Kota Langsa harus d idukung
dengan  buk t i  yang  l engkap  dan  sah .
Buk t i  sebaga imana  d imaksud  pada  aya t  (1 )  pasa l  i n i  ha rus
mendapat  pengesahan o leh pejabat  yang berwenang dan
ber tanggung jawab atas kebenaran mater ia l  yang t imbul  dar i
penggunaan bukt i  tersebut .

Pasal 3

Pengembal ian hasi l  pungutan ret r ibus i  sebagaimana d imaksud
dalam pasal  2  ayat  (1)  ter leb ih dahulu d i terb i tkan Surat
Penyed iaan  Dana  (SPD)  yang  d i s iapkan  o leh  Kuasa  BUD un tuk
di tanda tangani  o leh pejabat  pengelo laan Keuangan Daerah (
PPKD )  da lam hal  in i  Kepala Dinas pengelo laan Keuangan dan
Aset  (DPKA) Kota Langsa.
Pengemba l i an  sebaga imana  d imaksud  pada  aya t  (1 )  pasa l  i n i
t idak boleh melebih i  dar i  jumtah yang d ikembal ikan sebagai
mana  d imaksud  pada  pasa l  2  aya t  (1 ) .

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )
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Pasal 4

(1 )  Un tuk  pe rm in taan  pembayaran ,  pengguna  Anggaran  RSUD Ko ta
Langsa,  mengajukan spM kepada Kuasa BUD untuk d i ter t r i tkan
Surat  Per in tah Pencai ran Dana (Sp2D).

(2 )  Penga juan  sPM sebaga imana  d imaksud  pada  aya t  (1 )  pasa l  i n i
terd i r i  dar i  :
b ,  SPM Uang  Persed iaan  (SpM-Up)
c .  SPM Gan t i  Uang  (SpM-GU)
d.  SPM Tambahan Uang (SPM-TU)
e .  SPM Langsung  (SpM-LS)

pasal 5

(  1)  Bendahara Pener imaan waj ib  mempertanggungjawabkan
terhadap seluruh pener imaan kas RSUD Kota Langsa se lambat-
l amba tnya  tangga l  10  bu lan  be r i ku tnva .

(2)  S is tem pelaporan/per tanggung jawaban keuangan
sebagaimana d imaksud pasal  in i  ayat  (1)  mempedomani
peraturan perundang-undangan yang ber laku;

Pasal 6

Ha l -ha l  yang  be lum d ia tu r  da lam pe ra tu ran  i n i ,  akan  d ia tu r  kemba l i
dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

Dengan ber lakunya peraturan in i  maka segala ketentuan yang
ber tentangan dengan peraturan in i  menyatakan t idak ber laku iao i .

Pasal 8

Pera tu ran  i n i  mu la i  be r laku  pada  tangga l  d iundangkan .
Agar  set iap orang dapat  mengetahuinya,  memerrntahkan
pengundangan Peraturan in i  dengan penempatannya dalam Ber i ta
Daerah Kota Langsa

Di tetapkan d i
pada  tangga l

Langsa
5 Pebruar i  2001 M
9 Shafar  1430 H

WALIK A LANGSA,€

n\O- zu
Diundangkan  d i  Langsa
pada tanggal l- Pe-bruari 2009 M

I Shafar  1430 H

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OO9 NOMOR 2


